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Kondisi Keamanan Laut
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Kondisi Keamanan Laut

Tujuan Indeks Keamanan Laut :
e(Gambarkan situasi keamanan, keselamatan dan Gakkum di laut
Pedoman K/L dim menyelenggarakan keamanan, keselamatan & Gakkum di laut

Dimensi Nilai|Status| Ket

Kapasitas Patroli 66 | B | Baik Analisis

Kapasitas Pemantauan 66 | B | Baik * Diperlukan penguatan sinergi
Pengendalian Kejahatan di laut 60 | C |[Cukup dan kolaborasi kehadiran
Pengendalian Pelanggaran di laut | 40 K |Kurang kapal patroli dan revitalisasi
Pengendalian Pencemaran di laut| 50 C |Cukup sistem informasi maritim
Pengendalian Kecelakaan di laut | 36 K |Kurang . Diperlukan optimalisasi patroli

Nilai IKL Tahun 2022 53 C |Cukup

dan integrasi sistem informasi
untuk perpendek relay time
dan response time

Faktor Pengaruh

| ama waktu Ops, jumlah kapal & jangkauan
Jumlah stasiun dan jangkauan pengamatan
Jumlah kasus dan rerata kejadian




Tata Kelola Keamanan Laut

Presiden
Menko
Ekonomi
I
I

Perpres 115/2015 Perpres 178/2014

Kondisi

tumpang tindih Ambiguitas

A7

Menteri Menteri
KKP Perhubungan

M |

Menteri
Keuangan

Menteri
Kumham

|

|

l

l

kewenangan
penindakan di laut

penanggungjawab
Kam maritim Rl

Satgas 115 Dirjen PSDKP Dirjen Hubla Dirjen Imigrasi

Cukai

‘ TNI AL ‘ I Polair ‘

Dirjen Bea ‘

banyak kapal patroli
| yg hadir utk melaks
Tusli yg berbedaZ2

Pemeriksaan berulang
oleh kapal patroli yg
beda

I KPLP

Catatan:

* UU mengatur kewenangan sektoral (patroli & penyidikan)
* Masing2 memiliki rencana patroli dan sistem informasi
 Pendekatan sistem dan pendekatan sub-sistem

Blm ada satu Kodal
PatKamla krn teguh
pd tugas di UU sektor

Kosongnya kapal
patroli di satu wil &
penumpukan di wil lain

Isu — Isu:

* Hambatan pelaku ekonomi, diperiksa
berkali-kali oleh K/L berbeda

 K/L periksa kapal, ada pelanggaran tp < Oknum pelaku ekonom
tidak berwenang memanfaatkan situasi

* K/L tangkap kapal, diserahkan
penyidik, kemudian bebas.




Tata Kelola Keamanan Laut

Faktor Internal:

« Permasalahan di K/L
« Permasalahan di pelaku ekonomi

Blm ada kesatuan komando operasi keamanan di wil. » Kekosongan patroli di satu wilayah dan
perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia

penumpukan di wilayah lain

'Amb_igllitas penanggung jawab keamanan di Wil. » Kapal pelaku ekonomi diperiksa berulang
Perairan Indonesia & Wil. Yurisdiksi Indonesia shg waktu ops di laut naik & biaya log. naik

Bim optimal kerjasama intern’l di bid. Kamla krn tdk e Organisasi kelautan intern’l yg support, tdk
ada institusi tunggal yg bertggjwb di bidang Kamia match krn bid. tugas yg beda-beda

Faktor Eksternal:

 Tangible = luas/wilayah
* Intangible > domain




Tata Kelola Keamanan Laut

-------------------------------- ' Jangka Pendek

Cara berpikir Sistem

\ 4

Implementasi PP PKKPH melalui
Optimalisasi Opsma, integrasi Sist. Info,
Sun Jaknas Kamla dan Monev Gakkum.

e TNIAL : Sistem

e Polri . S ist . .

KK oub Siotar Revisi UU Kelautan dalam rangka
- KPLP : Sub sub sistem penguatan peran Bakamla sebagai
e Bea Cukai :Sub sistem

Indonesia Coast Guard dan koordinator
Gakkum di laut

e Bakamla : Sistem

¥

Jangka Panjang

Cegah “abuse of power”
_________ »Pemerintah (K/L) « Membuat kebijakan

Membuat aturan

- Penegak Hukum « Mengawasi kebijakan

« Menegakkan aturan

________ . Pelaku Ekonomi ° Manfaatkan kebijakan

e Mematuhi aturan

penataan regulasi thd UU terkait di
bidang keamanan laut melalui UU
Omnibus Law Keamanan Laut.




Urgensi Coast Guard

e Grey Zone Strategy

e Hybrids of Threats

e Resources Constraints
e Single Point Contact

Esensi Tupoksi Coast Guard:

 Penegakan hukum di laut (Kamla)
« Pencarian dan pertolongan (Kesla)

e Perlindungan Lingkungan

-

Pilihan model

FERRERRRRRERRRRRRRRRN Y

Perubahan trend

Mengedepankan
institusi sipil utk cegah

eskalasi konflik di laut

=

n

British Naval
coast guards

Navies as
coast guards

Tata Kelola Keamanan Laut

NEGARA BENTUK & TRANSFORMAS TUPOKS
Australia Multi National border patrol, security, and integrity.
- Customs.
Australia Border Force Single, 2014 Coastal patrol, marine border protection, marine search
(Dept of Home Affairs) and rescue.
China Multi Patrol of territorial waters & disputed territories
I Anti-smuggling, anti-piracy
China Coasts Guard Single, 2018 Maritime policing and ship inspections
People’s Armed Police Harbour and coastal security
(Dept of Defence) Research and survey
Search and Rescue
Fisheries protection
Malaysia Multi Coastal patrol.
Ny Marine border protection
Agensi Penguatkuasa Maritim Single, 2005 Marine search and rescue.
(Ministry of Home Affairs)
India Law enforcement.
India Coast Guard Single Coastal patrol, marine border protection.

(Armed Forces-Mindef)

marine search and rescue.

Korsel

Korea Coast Guard
(Ministry Ocean & Fisheries)

Multi (+ Mar.Police Unit)
.
Single, 2007
-
Multi, 2014
Single?2017

Search and Rescue

Maritime Security

Marine Environmental Protection
International Affairs

Maritime Traffic Safety Management
Maritime Pollution Response

Amerika
US Coast Guard
(Dept of Homeland Security)

Multi

Y-
Single, 1915 & 1939

Defence operation.
Maritime law enforcement.
Search and rescue.

Bakamla (LPNK)
PSDKP (KKP)
KPLP (Kemhub)
DJBC (Kemenkeu)

Multi

Patroli dan selenggara sistem early warning
Perikanan dan lingkungan laut
Pelayaran

Bea dan cukai




Single Agensi

Patroli Kamla

Tata Kelola Keamanan Laut

Multi Agensi
Patroli Kamla

Kesatuan kodal patroli mudahkan
implementasi Jak & strategi ops

Lembaga akan fokus pada Gakkum
dan Was keselamatan di laut

Sistem dorong cara pandang problem
lebih lebar (cakup bid. lain)

Kesatuan kodal dan luas perspektif
dapat antisipasi dinamika

Rendah
Biaya

Tinggi
Biaya

Fokus

Dispersi

Perspektif
Makro

Perspektif
Mikro

Adaptif

Kaku

Setiap K/L mengajukan kebutuhan kapal
patroli masing-masing

Gakkum dan Was keselamatan di laut
dilaksanakan pada sektor masing2

Sub-sistem menyebabkan cara pandang
lebih sempit (sesuai bidangnya)

Perbedaan bidang berpotensi ada
benturan yg mengurangi fleksibilitas




Konsepsi Tata Kelola Kamla

Pemerintah

(Kementerian teknis)

®

v

* Melaksanakan Kebijakan
 Menegakkan aturan f :

Penegak
Hukum

« Membuat kebijakan
« Membuat aturan

 Memanfaatkan kebijakan
« Mematuhi aturan

Pelaku
Ekonomi

Tata Kelola Keamanan Laut

d Meminimalisir duplikasi tugas dan fungsi
dimana K/L lain dapat lebih fokus pada
tugas pokoknya sebagai dalam konsep
pendekatan kesisteman.

- Meningkatkan interaksi dan koordinasi
dengan K/L yang juga memiliki
kepentingan di laut lainnya

$

Outcome:

e Optimalisasi anggaran Kamla

o Kredibilitas Kamla (kepastian hukum
dan daya tangkal)




N 2

PP No.13/2022

Penyelenggaraan Keamanan,
Keselamatan & Penegakan
Hukum di Perairan & Yurisdiksi
Nasional Indonesia

4[Jaknas Kamlajf

Pedoman Opskamla

(mandiri, bersama,

terkoordinasi), Bang
Puan & Kuat Gakkum di

laut

Tata Kelola Keamanan Laut

4[Patroli Nasionaaf

Terbangun sistem
patroli bersama satu
kodal, disamping patrol
mandiri KL. Dgn satu
kodal diharapkan dpt
optimalkan gelar dim
Gakkum

4| Integrasi Info l*

Terbangunnya sist. Info
Maritim satu atap shg
selain efisiensi
pembangunan sistim
monitoring juga
tingkatkan relay dan
response time

l Monev Gakkum I

Terciptanya fungsi
kontrol dari
Menkopolhukam dalam
penyelenggaraan
keamanan,
keselamatan dan
Gakkumla




Tantangan Keamanan Laut

J Kompleksitas dan dinamika

ancaman yang tinggi d Diperlukan satu koord/

kodal dim p’selenggaraan

_ Opskamla shg dibutuhkan
- Kewenangan terkait gakkum kesetaraan

masih sektoral Merujuk Keppres 103/2001, BIN
menyelenggarakan operasi intelijen

d Wilayah pengawasan sangat
luas (6 juta km2)

d Dibutuhkan aset yg besar
& manajemennya sehingga
perlu organisasi yg besar

Merujuk Roadmap Bakamla dan visi
PMD untuk optimalisasi Gakkumla




Tantangan Keamanan Laut

950 spesies
terumbu

Belum selesainya perbatasan menciptakan
wilayah Overlapping claim dgn negara tetangga,

555 spesies ) IS| |
B~ ada risiko keamanan laut (Garwil dan IUUF).

rumput laut

12,54 Juta Ton/Tahun
Sumber: KKP

e Sumber Daya
erilaku pengguna ALKI yang melanggar
etentuan (illegal transhipment, hilir mudik, dan te rbatas

g e e Tugas, Fungsi &

* 128 cekung migas

» 45 dieksplorasi . . : ..
. 18 berproduksi Garis pantai yang panjang dan minim kewewena ng
Sumber: SKK Migas ® _pengawasan sangat berpotensi untuk menjadi
@i jalur masuk narkoba, PMI, dan komoditas Te rbatas

Baru <10% devisa
17.000 pulau

108.000 coast line
Letak di Katulistiwa
Sumber: Tempo, 2017

e Overlapping
Keselamatan pelayaran terutama nelayan yang

“mee berlayar dengan peralatan keselamatan yang kewenangan hadir
@  tidak memadai )
* di laut

Pencemaran lingkungan oleh perilaku
masyarakat pesisir dan kapal-kapal yang tidak
bertanggung jawab

e S.Malaka: 350 kpl/hari
e S.Sunda: 150 kpl/hari
 S.Lombok: 100 kpl/hari
Sumber: Marves, 2021




Aktivitas Vietham di Laut
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Tantangan Keamanan Laut

« Fakta komunikasi CCG
dan KN Bakamla

« Konsisten dibroadcast
dalam komunikasi radio
dengan Bakamla




SLoC MALACA

Kuala Tanjung

Tantangan Keamanan Laut

ALKENC
ALKI-I ALK ALKK-IN B
w— Sea Lane of Communication (SLoC) and ALXI ) pelabuhan Primer Bandar Udara Internasional
= Rlur Laut Nasional Primer Y pelabuhan Utama Internasional
Jalur Laut Nasoral Sekunder
Jalur Utama Darat (Jalan dan/atau KA) n Alternatif Pelabuhan Huwb Internasional

Jenis Ancaman

igh Possibility | « Penyelundupan:

Q Narkoba

Q Hewan

Q Barang

Q Miras

Q BMKT
 IUUF

Q KIA

Q Bom ikan

Q Tanpa ijin
Q Anomali

* Human trafficking

* Perompakan/Pencurian
+ Garwil

ow Possibility | Perusakan Lingkungan

Area/Wilayah Ancaman

Laut Natuna Utara
Q Garwil
Q IUUF

Selat Malaka/Singapura
Q KIA
Q Human traffickiing
4 Penyelundupan
Qd Anomali

ALKI 1-3
O Anomali
Q Survei Gelap

Pesisir Pantai
4 Penyelundupan
W Pencari suaka

Laut Sulu
Q Pembajakan/Penculikan

High Priority

Low Priority

# 1. Bferputar-putar
2. Mengapung/diam

rlayar mematikan AIS
“gh

KN Singa Laut intersepMT Maran yang berputar2putar di ALKI

1. Membuang limbah

2.1llegal transhipment

3.Menunggu waktu sandar

4. Faktor cuaca

¥

1. Pencemaran lingkungan

2. Ganggu Lalin pelayaran




Tantangan Keamanan Laut

Penangkapan Penangkapan
MT Horse & MT Frea MT Arman 114
24 Januari 2021 7 Juli 2023




Tantangan Keamanan Laut

PRESENCE

« Gelar Opspadma (RO-> SOP/ROE)
* Revitalisasi kemampuan dukungan
* Operasi Informasi (media)

AT SEA

EXPLORE

Kehadiran di laut secara terus menerus, selektif,
tunjukkan intensi langsung atau tidak langsung

* Program Litbang di LCS
 Bangun Laboratorium Litbang di Natuna
 Program Perikanan budidaya dan tangkap

THE SEA

 Operasi bersama RUST BU

Dorong eksplorasi/eksploitasi sumber daya laut,
Litbang ttg kelautan di Laut Natuna Utara

« Optimal program kerjasama yang ada

* Dorong kerjasama baru yang agresif

* Program pertukaran (info, sdm)

) Konsepsi 1
Latihan bersama

Pertukaran informasi

Omnibus law
RPP/Inpres
Protokol kersam

Konsepsi 2

Diklat bersama
Forum biltus
(riset/FGD)

Kon§epsi

Bina hubungan baik dengan semua pihak yang
terlibat konflik, jalin Kerjasama sec selektif




Tentang Bakamla

Bakorkamla Rl
ditempatkan di bawah
Menteri Koordinasi
Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan Rl
berdasarkan Keppres
No.81 Tahun 2005

Badan Koordinasi
Keamanan Laut
(Bakorkamla) dibentuk
oleh TNI AL berdasarkan
SKB Menhub, Menkeu,
Menhankam/Pangab,
Menteri Kehakiman,
Jaksa Agung pada tanggal
19 Desember 1972

2005

Ke depan di laut yang diberikan
kewenangan hanya Bakamla.

Presiden RI H. Ir. Joko Widodo
Jakarta, 12 Februari 2020 | Istana Negara
Pelantikan Kepala Bakamla RI

Revitalisasi fungsi dan
peran Bakamla sebagai
Indonesia Coast Guard

Bakamla Rl diresmikan tgl 15
Desember 2014 untuk menjalankan
fungsi Indonesia Coast Guard yg
bertanggung jawab atas keamanan
dan keselamatan di wilayah perairan
dan wilayah yurisdiksi nasional
berdasarkan UU No.32 Tahun 2014
dan Perpres 178 Tahun 2014

a

g

12 Feb 2020, saat pelantikan Kabakamla:

“Ke depan di laut vyang diberikan
kewenangan hanya Bakamla”

17 Feb 2020, saat pertemuan dgn Kabakamla:
“Penggabungan unsur patroli dari 6 KI/L
terkait secepatnya sudah dilaksanakan”




Penetapan

UU No.32/2014
Tentang Kelautan

Tentang Bakamla

Pidato Presiden pada

KTT-9 Asia Timur tentang Pembentukan
Visi Indonesia sebagai Bakamla Rl pada
Poros Maritim Dunia Hari Nusantara

Surat Setkab
Untuk mendorong
Penguatan Bakamla

17 OKT 2014

berproses

@@

13 Nov 2014 15 Nov 2014

13 Mar 2022 12 Feb 2020

@

21 Sep 2015

31 Mar 2015

@

Revisi
UuU 32/2014
Tentang Kelautan

@ —@

PP 13/2022 ttg PKKPH Konpers Pelantikan Kaba:
Untuk optimalisasi Bakamla adl embrio CG
Gakkumla & nanti yg berwenang di laut

Ratas Presiden:
- Perlu revisi regulasi
- Bakamla = Coast Guard




Naskah Pidato Hari Nusantara 2015

Telah dimulai era baru, efisien dengan komando
tunggal yang didukung sistem peringatan dini dan
unit penindakan hukum. Semua stakeholder Kamla,
saya perintahkan untuk mendukung aset awal ke
Bakamla berupa Kapal, Pesawat dan personel

Ratas 21 Sept 2015 Presiden bahas
Optimalisasi Bakamla

- Regulasi perlu direvisi, UU lain perlu direfleksikan

- Bakamla arahnya sebagai Coast Guard, regulasi
pembentukan harus dilihat kembali dan dapat
dipertimbangkan untuk direvisi

Tentang Bakamla

Surat Setkab tindak lanjut Keppres
78/2014 ttg STOK Bakamla

Penguatan bakamla melalui penempatan
personel tenaga penyidik, hibah kapal patrol
dan integrasi sistim informasi kamla dalam satu
komando kendali Bakamla

Konferensi Pers Pelantikan
Kabakamla, 12 Februari 2020

“Kita harapkan kedepan Bakamla itu menjadi embrio
coast guard Indonesia sehingga nanti lembaga yang
lain kembali ke institusinya masing-masing. Dan di

laut itu yang diberikan kewenangan hanya Bakamla.
Jadi Bakamla kayak Indonesia Coast Guard”



Tentang Bakamla

6 Ratas 16 Des 2021 terkait RPP PKKPH

. K/L harus memiliki pemahaman yang sama, tidak ego sektoral.

. Bakamla disiapkan sebagai embrio coast guard Indonesia.

. Pemberian kewenangan Bakamla harus diikuti dengan penguatan
kapasitas dan peningkatan kinerja.

. PP PKKPH harus dapat membangun sistem pengawasan dan
penindakan di laut yang terintegrasi.

. PP PKKPH ini harus tuntas, tidak ada lagi turunannya sehingga
menyebabkan Bakamla tidak dapat menjalankan tugas karena
tersandera aturan turunan yang lama penyelesaiannya.




Tentang Bakamla

UU No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

PASAL 61 PASAL 62 PASAL 63
TUGAS POKOK FUNGSI KEWENANGAN
MELAKUKAN PATROLI 1. SUSUN JAKNAS BID KEAMANAN 1. PENGEJARAN SEKETIKA
KEAMANAN DAN DAN KESELAMATAN LAUT (HOT PURSUIT)
KESELAMATAN DI 2. MENYELENGGARAKAN SISTEM 2. HENRIKKAP, MEMBAWA
WILAYAH PERAIRAN DAN PERINGATAN DINI DAN MENYERAHKAN KE
WILAYAH YURISDIKSI 3. MELAKS PENJAGAAN, WAS DAN INSTANSI TERKAIT UTK
INDONESIA CEGAH TINDAKAN GARKUM PROSES LANJUT
4. MENYINERGIKAN DAN MONITOR 3. MENGINTEGRASIKAN
PATROLI INSTANSI TERKAIT SISTEM INFORMASI
5. MEMBERIKAN DUK TEKNIS DAN KEAMANAN DAN
OPERASI PD INSTANSI TERKAIT KESELAMATAN LAUT
6. MEMBERI BANTUAN SAR
7. MELAKSANAKAN TUGAS LAIN
DALAM SISHANNAS




Tentang Bakamla

. Sarana Patroli 30 Unit 77 Unit +

e

(28%) 29 Cat/Rib

Zona Maritim 3 Kantor 3 Kantor

/ona /ona

& Pangkalan Maritim 3 Kantor 3 Kantor

Pangkalan Pangkalan

SPKKL " 14 Stasiun 35 Stasiun
Pengamat Pengamat

_IMIC

Medium

SDM 897
(32,6%)




Tentang Bakamla

Wilayah Prioritas

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'Pantai barat Sumatera atau Pulau Laut Natuna Utara menjadi prioritas dengan adanya
Sumatera menjadi jalur utama dinamika lingstra seperti overlapping claim Vietnam, :
masuknya narkoba ke Indonesia 'UU CCG dan Intensi negara besar di LCS. '

Menggelar kekuatan pd
wil. prioritas di Laut Natuna
Utara dan di ALKI I/II/IlI

Menerapkan prinsip armada
siaga (fleet in being), dgn laks
pengamatan udara & hasil
analisis informasi Puskodal

»

Legend

B 6 clines & Archipelagic waters ‘m
() Tewritorial sea Dl ,'Dﬂ

— ndonesia’s patially designated ASL

Meningkatkan information
sharing, dgn kerjasama pusat
info K/L dan partner Coast
Guard LN

______________________________________________________________________________________

ALKl - 1/2/3 adlh jalur laut internasional melintasi
‘perairan Indonesia. Tingginya intensitas lalu lintas, adal
risiko keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia

Tantangan

1 Kehadiran di laut dan
pengamatan maritim
belum 24/7

« Aset patroli terbatas
e Share info blm optimal
« Anggaran ops terbatas

1 Tumpang tindih aturan

1 Fungsi dan kewenangan
terbatas




~

;
Pembinaan Organisasi
e A

o Revitalisasi Peraturan

 Revitalisasi Proses Bisnis

o Diklat bagi personel

* Susun strategi pencapaian
Indeks-Indeks kinerja

* Pemenuhan kelengkapan
personel

» Pelaksanaan Coast Guard
Basic Training untuk personel
baru

* Pelaksanaan Program team
building

* Pembinaan kesehatan dan
kesamaptaan jasmani

Tentang Bakamla

Pembinaan Operasi

* Menyusun Indeks Keamanan
Laut sebagai IKU Nasional

* Menyusun Jaknas Kamla dan
Rencana Patroli Nasional

* Menyelenggarakan Patroli
Bersama

* Melaksanakan daily brief dan
monthly brief

* Melakukan pertukaran
informasi dengan K/L

* Pengadaan sarana dan
prasarana patroli dan
pendukungnya (Meriam, UAV,
HSC, Contact Center dan
Data Center)

~

;
Pembinaan Hubungan
N I~ V|

* Menyelenggarakan Rakor Tim
Teknis KKPH

* Menginisiasi dan mendorong
pembentukan ASEAN Coast
Guard Forum

* Melaksanakan kunjungan
kerja dan port visit ke negara
regional dan global

* Mengikuti beragam Forum
terkait keamanan maritim
nasional, regional dan global

* Membuat MoU dengan Coast
Guard dan NGO

* Membuat PKS dengan K/L
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